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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27/Kep. 444-BKPSDM/2022

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini,
memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk
diangkat dalam jabatan fungsional guru yang
setingkat lebih tinggi;

bahwa pengangkatan jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri  Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007
tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawali
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 240);



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya;

11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2019 tentang Pengusulan Penetapan dan
Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 834);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun
2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta Nomor TU.01.02/2500-PK /2022
Tanggal 3 Oktober 2022 Perihal Daftar dan Berkas
Pengajuan Penerbitan Surat Keputusan Jabatan
Fungsional Guru Muda an. ACHMAD FATONI, S.Pd.I
dkk sebanyak 51 berkas dan Guru Madya an. CUCU
SUMARNA, S.Pd.I dkk sebanyak 40 berkas.

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta Nomor TU.01.02/2663-PK /2022
Tanggal 14 Oktober 2022 Perihal Daftar dan Berkas
Pengajuan Penerbitan Surat Keputusan Jabatan
Fungsional Guru Madya an. HALIMAH SADIYAH,
S.Pd.

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut
dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam
kolom 5 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam
kolom 6, dengan nilai angka kredit sebagaimana
tersebut dalam kolom 8 lampiran Keputusan ini.

Kepada pemegang jabatan dimaksud pada diktum
KESATU, diberikan tunjangan tenaga kependidikan
sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007
sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran
Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2% stcmbejbn

,g 4/ BUPATI PURWAKARTA,
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